BAB V

PENUTUP

51  Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka sebagai akhir atau penutup

dalam skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan permasalah yang

diteliti adalah sebagai berikut:

1.

Berkaitan dengan adanya suatu perjanjian gadai tanah yang terjadi di
Desa Dulupi Kabupaten Boalemo, maka pada prinsipnya kedudukan
dasar hukum dari transaksi gadai tanah adalah salah satu transaksi
tanah yang bersumber dari hukum adat yang sampai sekarang masih
tetap hidup di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia tidak
terkecuali hal ini terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo.
Perubahan dasar hukum perjanjian jual gadai tanah dari ketentuan jual
gadai adat menjadi ketentuan jual gadai yang diatur dalam Pasal 7 UU
Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
merupakan bagian dari upaya perubahan format hukum untuk menuju
masyarakat yang rasional. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar
Pasal 53 ayat 1 UUPA yang menjelaskan bahwa hak gadai merupakan
hak yang sifatnya sementara dan harus diusahakan hapus dalam waktu
yang singkat. Namun sengketa gadai yang lahir akibat adanya
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 cukup

mempengaruhi perkembangannya disamping itu jika terjadi sengketa
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maka para pihak biasanya mengutamakan musyawarah, dan hal ini
terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo.

2. Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara
yang dapat dilkaukan vyaitu dengan melalui arbritase, mediasi,
negosiasi dan musyawarah. Akan tetapi berdasarkan pada kedua
putusan Mahkamah Agung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan,
bahwa dalam hal perjanjian gadai menurut hukum adat, apabila
terdapat suatu ketentuan (klausula) dalam perjanjian mengenai tanah
yang tidak ditebus dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak, maka tanah akan menjadi milik penerima gadai.
Ketentuan (klausula) tersebut harus diartikan, bahwa untuk
mendapatkan hak milik atas tanah tersebut, penerima gadai harus
melakukan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan
supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia sebagai penerima gadai
ditetapkan sebagai pemilik.

52  Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukan di atas, terkait
dengan permasalahan yang diteliti, maka dalam hal ini peneliti akan mengajukan
rekomendasi atau saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari timbulnya suatu perselisihan di kemudian hari,
maka sebaiknya perjanjian gadai tanah ini dibuat secara tertulis

dengan bentuk yang jelas dan lengkap.
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2.

Perlu dilakukannya berbagai penyuluhan hukum bagi masyarakat
tentang bagaimana cara dalam hal melakukan suatu penyelesaian yang
baik terhadap suatu permasalahan dalam perjanjian, sehingga
masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bentuk
penyelesaian permasalahan yang baik khususnya dalam lapangan

hukum perjanjian.
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